KEPALA DESA TAMPIRWETAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TAMPIRWETAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMPIRWETAN

Desa tentang Anggararn Pendapatan

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan
belum dapat ditetapkan

dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
ggaran Pendapatan

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang An
a huruf a, telah

dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pad
dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2023;

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita
Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

p—t
.

Mengingat :

3, Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 215);

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Beri
erita Negara Republik i
Tahun 2018 Nomor 611); Bablik Indanceig
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Pemtiian Menterd Dalam Negetl Nomor 44 Tahun 2016 tentang
hewrimigan Desn (Lembarmn Negara Republik Indonesia tahun
2016 Nowmor 1037);

- etaran Mentert Kewangan Nomor ¢ 201/PMK.07 /2022 tentang
tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023,

U0 Pemtaran Menterd Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal

=

Unil dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;

Peraturan Menterd Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;

Yo Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 20106 tentang Pendampingan Desa;

10. Peraturan Mentert Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2023,

L1 Peraturan Menteri Desa 8 PDTT Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pedoman Umumn Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat;

12, 5urat  Keputusan Direktur  Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Keputusan Dircktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2020 tentang
Status Kemajuan dan Kemandirian Desa;

13. Surat  Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor

5/PR/03.01/111/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran
Data IDM berbasis SDQs Desa;

14, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa
di Jawa Tengah;

15, Peraturan  Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa

(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2019 Nomor 6);

16, Peraturan  Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabu

paten Magelang
Tahun 2019 Nomor 47);

17, Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020

tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan
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Staf Peranglnt Denn di Knbhupaten Magelang,

18. Peraturan Bupatl Magelang, Nomor 58 Tahun 20020 tentang
Perubahan Ketign ntas Pernturan Bupstl Nomor 4 Tuhiun 20187
tentang Alokani Dann Desa (Berita Duerah Kabupaten Magplang,
Tahun 2020 Nomor 60);

19, Pernturan  Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014
tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Dena;

20, Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017
tentang Alokasi Dana Desa;

21, Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023;

22, Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2023;

23.Surat Edaran  Seckda  Kabupaten  Magelang  Nomor
142/337/13/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2023,

24.Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran
Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 1);

25.Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026
(Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 6);

26, Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa
Tampirwetan Tahun 2022 Nomor 3).
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Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIRWETAN
dan
KEPALA DESA TAMPIRWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAMPIRWETAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampirwetan Tahun Anggaran 2023 sebagai
berikut:

Rp 1.586.462.798,-
Rp 1.586.465.489,-

1. Pendapatan Desa

2. Belanja Desa

Surplus/Defisit Rp. (2.700),-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 2.700,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 2.700,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b) Rp 0,-
Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran Rp 0,-

Pasal 2

Uraian
dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian

lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagai a dimaksud dalam Pasal 2 (dua) merupakan bagian yang

‘tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
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Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak;

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga;

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria :

(a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya;

(b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;

(c) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

(d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan
sosial;

(e) berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun

berjalan;
g menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

b. keadaan yan
jum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan

c. kegiatan yang be
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
ahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

Kepala Desa dapat mend
Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya

Peraturan Kepala Desa tentang
kepada BPD.
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